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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Pernikahan 

dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di 

Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing 

Natal), dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik pernikahan dengan mahar berhutang terjadi karena 

keterbatasan ekonomi, penghasilan suami yang belum stabil, dan pada 

beberapa kasus adanya kawin lari. Mahar dibayarkan sebagian saat 

akad, sedangkan sisanya ditangguhkan berdasarkan kesepakatan. 

Mahar yang belum dibayarkan tetap menjadi kewajiban suami dan hak 

istri. 

2. Implikasi terhadap kehidupan rumah tangga berbeda pada setiap 

pasangan. Sebagian pasangan tetap harmonis karena adanya 

kesepakatan, komunikasi, dan tanggung jawab suami. Namun, 

keterlambatan pembayaran yang tidak jelas dapat menimbulkan 

perselisihan, menurunkan kepercayaan, melibatkan keluarga, bahkan 

pada satu kasus berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut tidak 

semata-mata disebabkan oleh mahar berhutang, tetapi juga berkaitan 

dengan ketidakjelasan objek mahar, tanggung jawab, dan konflik yang 

berkelanjutan. 

3. Ditinjau dari maqasid syariah, mahar berhutang pada dasarnya dapat 

memberikan kemaslahatan apabila terdapat kesepakatan dan hak istri 

tetap terjamin. Praktik ini berkaitan dengan hifz ad-din dalam 

pemenuhan kewajiban dan amanah, hifz al-mal dalam menjaga hak 

harta istri, dan hifz an-nasl dalam menjaga keutuhan keluarga. 

Sebaliknya, apabila pembayaran tidak memiliki kepastian, objek 

mahar tidak jelas, dan kewajiban diabaikan, maka dapat menimbulkan 

mafsadah bagi hak istri dan kehidupan rumah tangga. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

menyarankan agar pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan mahar 

berhutang menetapkan kesepakatan secara jelas mengenai jumlah, bentuk, 

waktu pembayaran, serta kepastian kepemilikan objek mahar. Suami 

hendaknya berupaya memenuhi kewajiban mahar sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, 

persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan 

musyawarah bersama. Tokoh agama, tokoh adat, dan pihak terkait di Desa 

Hutapungkut Julu juga diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul, sehingga hak istri 

tetap terpenuhi dan keharmonisan kehidupan rumah tangga dapat terjaga. 
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LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA 

 

A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PASANGAN YANG 

MELAKUKAN PERNIKAHAN DENGAN MAHAR BERHUTANG 

NO PERTANYAAN 

1 Kapan Bapak/Ibu melangsungkan pernikahan? 

2 
Bagaimana bentuk dan jumlah mahar yang disepakati pada saat 

pernikahan? 

3 Apakah seluruh mahar dibayarkan pada saat akad nikah? 

4 
Jika tidak seluruhnya dibayarkan, berapa bagian mahar yang dibayarkan 

dan berapa bagian yang masih berhutang? 

5 Apa yang menjadi alasan sehingga mahar dibayarkan secara berhutang? 

6 
Apakah pembayaran mahar secara berhutang tersebut dilakukan 

berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri? 

7 
Apakah terdapat kesepakatan mengenai waktu pelunasan mahar yang 

masih berhutang? 

8 
Bagaimana upaya suami dalam memenuhi atau melunasi sisa mahar 

tersebut? 

9 Apakah mahar yang telah dijanjikan sudah dilunasi? 

10 
Apabila belum dilunasi, apa yang menjadi penyebab keterlambatan 

pembayaran mahar tersebut? 

11 Bagaimana tanggapan istri terhadap mahar yang belum dilunasi? 

12 
Apakah persoalan mahar berhutang pernah menimbulkan perbedaan 

pendapat atau perselisihan dalam rumah tangga? 

13 
Apakah persoalan tersebut memengaruhi kepercayaan antara suami dan 

istri? 

14 
Apakah persoalan mahar berhutang pernah melibatkan keluarga atau 

tokoh masyarakat dalam penyelesaiannya? 

15 
Bagaimana dampak mahar berhutang terhadap kehidupan dan 

keharmonisan rumah tangga Bapak/Ibu? 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KELUARGA 

PASANGAN 

NO PERTANYAAN 

1 
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pasangan tersebut melaksanakan 

pernikahan dengan mahar berhutang? 

2 
Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya kesepakatan mengenai 

pembayaran mahar tersebut? 

3 Apa alasan pasangan melakukan pembayaran mahar secara berhutang? 

4 Apakah keluarga mengetahui jumlah dan bentuk mahar yang disepakati? 

5 
Bagaimana tanggapan keluarga terhadap pembayaran mahar secara 

berhutang? 

6 
Apakah keluarga mengetahui waktu atau kesepakatan pelunasan mahar 

tersebut? 

7 
Apakah suami menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi sisa 

mahar? 

8 Apakah mahar tersebut akhirnya dilunasi? 

9 
Apakah keluarga pernah mempertanyakan kepastian pelunasan mahar 

kepada suami? 

10 
Apakah persoalan mahar berhutang pernah menimbulkan masalah dalam 

hubungan keluarga? 

11 
Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus dilakukan suami terhadap mahar 

yang masih menjadi kewajibannya? 

12 
Bagaimana menurut Bapak/Ibu agar praktik mahar berhutang tidak 

menimbulkan konflik dalam rumah tangga? 

C. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA 

NO PERTANYAAN 

1 
Bagaimana pandangan Islam mengenai kedudukan mahar dalam 

perkawinan? 

2 
Bagaimana hukum pembayaran mahar secara berhutang atau 

ditangguhkan? 

3 Apa syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mahar berhutang? 

4 Bagaimana kedudukan mahar yang belum dibayarkan oleh suami? 

5 Apakah suami tetap memiliki kewajiban untuk melunasi mahar tersebut? 

6 
Apa yang dapat terjadi apabila suami terus menunda pembayaran mahar 

tanpa alasan yang jelas? 

7 Bagaimana dampak mahar yang belum dilunasi terhadap hak istri? 

8 
Apakah persoalan mahar berhutang dapat menimbulkan perselisihan 

dalam rumah tangga? 

9 Bagaimana praktik mahar berhutang jika dikaitkan dengan kemaslahatan 



 

 

 

NO PERTANYAAN 

dalam kehidupan rumah tangga? 

10 
Bagaimana pandangan Bapak mengenai mahar berhutang dalam 

perspektif Maqasid Syariah? 

D. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK TOKOH ADAT 

NO PERTANYAAN 

1 
Apakah praktik mahar berhutang dikenal dalam masyarakat Desa 

Hutapungkut Julu? 

2 Bagaimana pandangan adat terhadap pelaksanaan mahar berhutang? 

3 
Apa faktor yang biasanya menyebabkan terjadinya mahar berhutang 

dalam masyarakat? 

4 
Bagaimana pandangan adat terhadap suami yang belum memenuhi 

kewajiban membayar mahar? 

5 
Apakah kejelasan jumlah dan bentuk mahar penting dalam pelaksanaan 

perkawinan? 

6 
Bagaimana apabila harta yang dijadikan mahar, seperti tanah, ternyata 

status kepemilikannya tidak jelas atau masih dalam sengketa? 

7 
Apakah persoalan mahar berhutang pernah menimbulkan konflik antara 

kedua keluarga? 

8 
Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan persoalan rumah 

tangga yang berkaitan dengan mahar? 

9 
Bagaimana proses musyawarah dilakukan apabila terjadi perselisihan 

akibat mahar yang belum dilunasi? 

10 
Apa nasihat Bapak kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan 

dengan mahar berhutang? 

E. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PIHAK KUA 

NO PERTANYAAN 

1 
Bagaimana kedudukan mahar dalam pelaksanaan perkawinan menurut 

hukum Islam? 

2 Apakah mahar dapat dibayarkan secara tunai maupun ditangguhkan? 

3 
Bagaimana kedudukan mahar yang belum dilunasi setelah akad nikah 

berlangsung? 

4 Apakah mahar yang belum dibayarkan tetap menjadi kewajiban suami? 

5 
Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam kesepakatan pembayaran 

mahar secara berhutang? 

6 
Bagaimana dampaknya apabila suami mengabaikan kewajiban 

pembayaran mahar? 

7 
Bagaimana pandangan pihak KUA terhadap praktik mahar berhutang yang 

terjadi di masyarakat? 

8 
Bagaimana praktik tersebut dapat dilihat dalam perspektif Maqasid 

Syariah? 
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